BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE KEPULAUAN

NOMOR L6 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

a.

§

bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola yang
efektif dan efesien dengan mengoptimalkan
pemanfaatan system pemerintahan berbasis
elektronik, maka dilakukan penyederhanaan birokrasi
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah  untuk  Penyederhanaan  Birokrasi,
sehingga  Peraturan Bupati Pangkajene dan
Kepulauan Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
perlu diubah dan ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 18 Tahun
2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);



Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Daerah Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6402);
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Menetapkan

10;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah
diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor
4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA

KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 18)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 10 Pasal 1 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni
angka 12, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan;
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5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan yang merupakan unsur pelaksana
otonomi daerah;

6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik;

7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik;

8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik;

9. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

10. Dihapus;

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

12. Sub Koordinator adalah Sub Koordinator pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan.

. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari -
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat terdiri dari;
1. Sub bagian program dan anggaran;
2. Sub bagian keuangan;
3. Sub bagian umum dan kepegawaian;
c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
1. Dihapus;
2. Dihapus;
3. Jabatan Fungsional;
d. Bidang Politik Dalam Negeri;
1. Dihapus;
2. Dihapus;
3.Jabatan Fungsional;
e. Bidang Ketahanan FEkonomi, Sosial Budaya, Agama dan
Organisasi Kemasyarakatan;
1. Dihapus;
2. Dihapus;
3.Jabatan Fungsional;
f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
1. Dihapus;
2. Dihapus;
3.Jabatan Fungsional;
g. Kelompok Jabatan Fungsional;
(2) Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 10 dihapus;
Pasal 11 dihapus;

Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal
11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf d angka 4 adalah jabatan fungsional yang telah
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 dihapus;

Pasal 14 dihapus;

Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal
14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf e angka 4 adalah jabatan fungsional yang telah
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 dihapus;

Pasal 17 dihapus;

Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal
17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf e angka 4, adalah jabatan fungsional yang telah
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 dihapus;

Pasal 20 dihapus

Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal
20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf f angka 4, adalah jabatan fungsional yang telah
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal
21A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf c,
huruf d, huruf e, dan huruf f, angka 3 ayat (1) Pasal 2, terdiri atas
sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
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17,

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan
dibantu oleh pejabat pelaksana sesuai dengan ruang lingkup bidang
tugas fungsi jabatan administrator masing-masing;

(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan
dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada
suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan
uraian;

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari
pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan berdasarkan
ketentuan perundang-undangan;

(5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas usul pejabat yang
berwenang (PyB);

(6) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub koordinator sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Ketentuan ayat (4) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22

(1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau
jabatan struktural eselon II b;

(2) Sekretaris pada Badan merupakan jabatan administrator atau
jabatan struktural eselon III a;

(3) Kepala Bidang pada Badan merupakan jabatan administrator atau
jabatan struktural eselon III b; dan

(4) Kepala Sub bagian pada Badan merupakan jabatan pengawas atau
jabatan struktural eselon IV a.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian,
Pejabat Fungsional, Pelaksana dan seluruh personil dalam
lingkungan Badan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan
prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi,
simplikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.

(3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, dan
Pejabat Fungsional dalam lingkungan Badan mengembangkan
koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta
terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar
pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.
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18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:
Pasal 25

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, dan
Pejabat Fungsional, dalam lingkungan Badan dalam melaksanakan
tugasnya, melakukan  pengendalian dan evaluasi serta
melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai
kebutuhan.

(2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian,
Pejabat Fungsional, Pelaksana dan seluruh personil dalam
lingkungan Badan wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan,
serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai
kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal O3 Segtewber 207

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR
TENTANG

TAHUN 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPALA BADAN

BIDANG
IDEOLOGI WAWASAN
KEBANGSAAN DAN KARAKTER
BANGSA

KELOMPOK s TAIAT
JABATAN
FUNGSIONAL
| _
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM DAN ANGGARAN KEUANGAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
| L ]
BIDANG BIDANG

BIDANG
POLITIK DALAM NEGERI

KETAHANAN, EKONOMI, SOSIAL
BUDAYA, AGAMA DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK

JABATAN FUNGSIONAL DAN
SUB KOORDINATOR

JABATAN FUNGSIONAL DAN
SUB KOORDINATOR

JABATAN FUNGSIONAL DAN
SUB KOORDINATOR

JABATAN FUNGSIONAL DAN
SUB KOORDINATOR

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

oy

N/ MUHRMMAD YUSRAN LALOGAU




